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Abstrak
 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika dapat

diimplementasikan sebagaimana yang telah diamatkan dalam pasal 46 UU Narkotika. Penauganan pecandu

menjadi sulit, karena adanya peran ganda pada diri pecandu, di satu sisi mereka diangggap sebagai orang

sakit, namun disisi lain mereka dianggap sebagai pelanggar hukum. Menurut Nitibaskara: komunitas

pecandu umumnyanya menyadari, dengan meng-konsumsi Narkoba secara berlanjut merupakan perbuatan

melanggar hukum, dengan kesadaran tersebut membuat mereka akan tetap bersembunyi, dan dengan kondisi

seperti itu sulit bagi mereka untuk dilakukan pengobatan, kecuali inisiatif sendiri, orang tua atau

keluarganya melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

 

Namun ketentuann wajib lapor bagi pecandu sebagaimana diatur dalam UU Narkotika tersebut secara

operasional belum dapat dilaksanakan, karena wadah/lembaga wajib Iapor sampai saat ini belum ada

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui instansi mana yang tepat untuk dliadikan wadahflembaga wajib

lapor (sebagai upaya pencegahan) dan hagaimana mekanisme Serta prosedur pelaksanaanya. Selanjutnya

bagaimana penanganannya agar mereka dapat dilakukan pendataan, rehabilitasi dan pengawasannya, dengan

melibatkan instansi terkait lainnya. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus

instrumental, dari hasil wawancara, pengamatan langsung, lokakarya dan penyebaran kuesioner dapat

disimpulkan bahwa : 1) masih adanya permasalahan hukum bagi pecandu dalam penanganannya, dan belum

ada jaminan hukum bagi pecandu yang melaporkan diri secara sukarela ; 2) lembaga wajib lapor yang tepat

yaitu BNN di tingkat Pusat, BNP di tingkat Propinsi dan BNKab/Kota di tingkat Kabupaten/Kota ; 3)

Iembaga tersebut mempunyai lugas mengkoordinasikan instansi terkait ( pusat/daerah), mernberikan

dukungan teknis dan operasional dalam penanganan pecandu; 4) pembentukan lembaga, tata cara pelaporan

dan penanganan pecandu akan diatur dengan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah ; 5) mekanisme

pelaporan agar disinergikan dengan program harus reductions dengan mengedepankan puskesmas sebagai

ujung tombak tempat pelaporan.

 

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi penulis adalah : mendifinisikan kriteria pecandu, yaitu siapa-

siapa yang diwajibkan untuk melakukan pelaporan, apakah mereka yang secam phisik, psikhis mengalami

sakit yang sangat kronis? Atau setiap orang yang menggunakan Narkoba dan sedang mengalami

ketergantungan?

......

This study focuses on how the implementation of compulsory reporting for drug abusers can be

implemented as in article 46 of the Law on Narcotics. Handling the drug abusers is difficult, became ofthe

multiple roles in them self; in one hand in their considerans as sick people, but on the other they are
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considered as violators of the law. Nitibaskara?s says : generally that community of the drug abusers are

aware, to the consmnption of drugs is a continuing illegal act, with the awareness they will remain

concealed, and with such conditions difficult for them to be applied, except for they initiative, the parents or

their families reporting to / institutions which is have authority

 

However, provisions for the compulsory for reporting drug abusers as stipulated in the Law on Narcotics are

not operational can be implemented, because the container /institutions required to report at this time is not

yet available

 

Objectives of this research is to know where the appropriate institutions for obliged to report (as prevention

efforts) and how the mechanisms and procedures handling. Next to them how the handling of the data

collection can be done, rehabilitation and monitored, involved with other related institutions. Design of this

research using qualitative research studies instrumental cases, the results of the interviews, direct

observation, workshops and the distribution of the questionnaire can be concluded that: l) there is still legal

problems in the handling of drugs abusers, and there is no legal guarantee for the drugs abusers to report

themselves voluntarily 2 ) Institutions are obliged to report the exact level at BNN Center, BNP levels in the

province and BNKab / City in the district / city; 3) of these institutions have the task of coordinating the

relevant agencies (central / local), to provide technical and operational support in the handling of dmgs

abusers; 4) the establishment of institutions, ways of reporting and handling of drugs abusers will be

regulated by Regulation President or government regulation; 5) reporting mechanism to disinergikan with

the program Harm reductions with the health center as the spearhead of the places reporting.

 

While the constraints faced by the authors is: mendifinisikan dope criteria, namely who is required to do the

reporting, whether they are physical, psychological experience, which is chronic pain? Or any person using

the drug and are experiencing dependence?


